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siang pukul 1 1.30 Wita itu dip-

. %ggm;langsung Ketua Dewan
yOmau Adi Wiryatamg. Per-

nan Dewan dari unsur Fraksi,

temuan juga dihadiri Pimpi-
Komisi, B‘.Edan' Kehormatan,
dan Badan
DPRD Bali. |

Dalam pertemuan di Sek-
retariat DPRD Bali tersebut,
dibahas kembali Pergub dan
Surat Edaran (SE) Mendagri

tentang penerima bansos yang -

harus lembaga berbadan hu-
kum. DPRD Bali berinisiatif
memanggil Plt Karo Hukum
Setda Provinsi, Dewa Putu
Eka ‘,.Wiiayja Wardana, sekal-
igus sebagai persiapan jelang
kedatangan Dirjen Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri (Otda Kemendagri) ke
Bali, 7 November 2015 depan.
Kedatangan Dirjen Otda-Ke-
mendagri nanti sebagai ajang
penyamaan persepsi tentang
pencairan bansos. ;

g

Bansos Mentah Lagi, DI

Legislasi (Baleg)

DENPASAR, NusaBali

= Unsur Pimpinan DPRI
ramai-ramai datangi Gube
Made Mangku Pastika di
tornya, Niti Mandala Denpias
Senin (2/11) siang. Kedatal
gan jajaran Pimpinan De

|
|

| |
W+K RI Perwakilan Prov

Mentah |
RD Bal

Ada Masalah Lagi

_ inilantaran masalah pencairan

© bantuan sosial (banso /hi
kembali mentah, mesk|
sebelumnya sempat
lampu hijau menggun
payung hukum Pera
bernur (Pergub). ;
Sebelum unsur Pimpjn;
+ Dewan mendatangi Gube
Pastika, sempat terja
L T\

§ o

Dewan, pertemuan tert
antara eksekutif dan leg
-di Sekretariat DPRD Bal
langsung panas. Pasal ya

Informasi dari k’pla

i

r

i Kete- -

I

gub hasil verifikasi Menflagri

yang dibawa Dewa Puty Eka
Wijaya Wardana dari Jakarfa,
tidak bisa untuk menca|rkhn
bansos. Karenanya, eksd kitif
dianggap main-main. i
“Eksekutif (Gubernur) dan
Dewan kan sama-samj di-
pilih rakyat. Ya, sama-sana-
lah berkomitmen,” ujar]arlg-
gota Fraksi PDIP DPRD| Bali
Dapil Gianyar, Wayan Disel
Astawa, didampingi rekainya
sesama politisi PDIP dari Dapil
Gianyar, Kadek DianF,_ Senin

kemarin. !

itu pula, Kad k Diaha

Saa
bergegas mengambil b

dan koran di mejanya d:
Ruangan Komisi III [JP!
Bali. Palitisi asal Desa/Kk

matan Sukawati, Giahydr!
mengatakan ‘tak boleh set
gah-seltengah urusan baps

7 Mvemper 2o |

u

R~ ()

| don

§

. dia, su

' e /

gangan antara legislatif da
ekseku‘f f dalam pertemua

tertutup di Sekretariat DPRD) .
Bali, Ni
Senin pagi. Saat perter uarn
tertutup|di Sekretariat PR;?

Bali, jajaran eksekutif diwakili. ,-
Plt Karo Hukum Setda Provins

Baliyangijuga Asisten I Provin.

si Bali, a Putu Eka Wijay.
Wardan

: Perte%

retariat DPRD Bali yang ber-

langsung selama 1,5 jam|seja
pagi pukul 10.00 Wita ngg

b o ok

Uan tertutup d SekJ

rakyat. Semua sudah verifikasi |

inan Fraksi DPRD Bali men-
gatakan Dewan mend tangi
Gubernur Pastika, karen
penerima bansos yang suda
mengajukan proposal
panatia pembangunan pur
dan sebagainya, haru jug
terdaftar sebagai lembaga
berbadan hukum. Padahal,
proposal yang mencantumka
‘panitia pembangunan pura ini
sudah maju ke eksekutif dan

- diverifikasi dalam Perda APBD

di Mendagri. Logikanya, lanjut
h'lolos verifikasi dan
tidak ada masalah lagj. "Ini
jadi bolak-balik, sekarang kita
ke Kantor Gubernur aja,”

Pimpinan Dewan dan Guber-
nur Pastika lantas diumum-
kan dalam Rapat Gabaungan
Pansus APBD Induk (2016

ujarnya. ‘ g
Hasi{,lertemuan antara

8% | £

| Mandala Denpasar,

elalui ||

&% E2 1

Fnsi Bali

=

’RD Bali Datangi Gubernur

!
ngan . "Bocok (malu) kita di ha pa
uthn >
slatif  dan aturan hukumnya jelas,”

«~tandas Kadek Diana. '
Sementara, salah sa‘tu'Pimp-

- dan Pansus Rencana Induk

Pembangunan Pariwisata
Provinsi Bali di DPRD Bali,

Senin sare sak.itar ,m,l_'i,
.00 Wita.ehasi ‘pertemuan

diumumkan oleh anggota
Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil

~Gianyar, I Kadek Diana.

- Menurut Kadek Diana,
'dalam pertemuan dengan Gu-
bernur Pastika, tidak ada ma-
salah lagi terkait pencairan
bansos. "Tadi Pak Gubernur
Pastika ketika ketemu Pim-
pinan Dewan di Kantor Gu-
bernur, menyampaikan tidak
‘ada masalah lagi,” ujar Kadek
Diana. ! '

Kadek Diana juga sekalian
menirukan ucapan Gubernur
Pastika. “Sambil melihat kal-
ender kecil, Gubernur Pastika
menyampaikan, ‘Kalau begini,
minggu depan sudah harus
cair. Kalau tidak bisa men-
jadi kayak kasus hibah tahun
2013’,” tandas Kadek Diana
disambut tapuk tangan ang-
gota Dewan lainnya. & nat
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| Hibah bansL)s
1 tahun 2013 itu
- yang memunculkan
banyak korban
’ terjerat pidana,
| seperti di Dinas
~Kehutanan dan
'Perkebunan, hingga
Dinas Pertanian
Karan’gasi
AMLAPURA, NusaBali
Hibah bantuan sosial (ban-
sos) yang terdiri atas 170 paket
di tahun 2013 lalu dengan total
nilai Rp 11,08 miliar diketahui
bermasalah. Realisasinya melang-
gar ketentuan Permendagri No
39 tahun 2012. Mestinya usulan
hibah bansos tercantum dalam

A PPS (Kebijakan Umum APBD
dan Prioritas Plafon Anggaran

jljcipis

Dinas Kehu

slow % AOwmbor .03

- Kenyataanny:
gelondongai l gsung tercant
di APBD 2013, flan permoho
nya menyusil.
Hibah|bapsds itulah yahg -
munculkan bagyak korban,
jerat pidal a, sey erti yang terjac

dan di Dina Pé

PK RI Perwakilan Provinsi Bali

* Pangan dan oktlkultura Karan-
gasem. Sekr '%ans Kabupaten

ngasem | Gede

engakui, realisasi

Adnya Muliadi memaparkan
- halitu dilAmlapura, Senin (2/11).
Realisasi hibah bansos Rp 11,08
- miliar yang telah tercantum dalam
APBD 2013, disahkan 7 Januari
2013, tetapi permohonannya
setelah ’BD sah, dengan kajian
_dan rekomien: §1tangga] mundur.
“Memang realisasi hibah ban-
itu menyalahi ketentuan,
. yang berlaku. Anggaran terlebih
asu dalam APBD, se-
(ﬁusul permohonan
al. Mestinya per-
mohon: dulu datang, kemudian
masuk usulan,” jelasnya.

Tercatat 170 pakethibah bansos:
 Dinas PU 69 paket senilai Rp 6,36
mlhar Disdikpora 6 paket Rp 300
i P(:ﬁ;;lbungan 8 paket

Rp 545 juta, Dinas Peternakan Peri-
kanan da Kelhqtan 29 paket p

anggaran sec

e -
di di
dnah dan Perkebunan,
rtanian Tanaman

i

'

%
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ket, Kesban,
Rp 50 juta,

| dan Linmas
Jinas Sosial 2

" 4 paket Rp 100 juta, total 17
senilai Rp 11,08 miliar
Gara-gara hibah bahs s i u,

'nan, dan dua tersangka di Dii as
Pertanian Tanaman Pang
‘Hortikulturs

43 paket, termasuk 27
‘lompok tani senilai Rp 1,22 mi
tidak tercantum di KUA |PPA
2012. Setelah APBD Zﬂ
kan per 7 Januari 2013
“akhir Januari 2013 munbul
27 kelompok tani penerimahib:

_bantuan bibit, tanpa disertai pfo

1'posal,kajiax*teknis dan SK Bup q

pok tani mi;mbuat proposal den-
gan tanggal mundur, atas ban
tuan petu enyuluh dan KUP'
Maka terbitlah SK Bupati ‘
HK/2013 per 2 Januari 2013. An: |
ehnya lagi naskah perjanjian hibah
antara ketua kelompok d ngar ;
Kadishutbun I Ketut Mudita, Nc '

“Makanya hibah bansos
hanya untuk lembaga .ber.

man Pangan dan Ho '
ini sebagai Kadis Hut bun 1 Kom- , |
ang Subratayasa juga membena-
rkan hal itu. “Hibah itu m

tidak sesuai mekanisme,’
Subratayasa. @ k16
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Harga tanah yang
saat itu diperkira-
kan hanya Rp 5
juta, setelah di-
lakukan appraisal
tanah melambung
menjadi Rp 18,5
juta hingga negara
dirugikan sebesar
Rp 5,22 miliar.

SINGARAJA, NusaBali

Kasus dugaan mark up harga la-
han kampus Fakultas Olahraga dan
Kesehatan (FOK) Undiksha Singa-
raja di Desa Jinengdalem, Kecama-
tan Buleleng, segera memasuki
babak baru. Dua tersangka dengan
berkas berbeda masing-masing I
Nyoman Mustiara dan Wayan Su-
arsa, segera bakal disidang.

Penyidik Kejaksaan Tinggi
.(Kejari) Bali, telah melimpahkan
kedua tersangka beserta berkas
pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri
(Kejari) Singaraja, Senin (2/11)
siang. Kejari Singaraja pun dalam
waktu dekat melimpahkan berkas
kedua tersangka tersebut ke Pen-
gadilan Tindak Pindana Korupsi
(Tipikor) di Denpasar, untuk
persidangan lebih lanjut.

Kedua tersangka selama ini
telah menjalani penahanan di LP
Singaraja, sejak ditetapkan sebagai
tersangka. Kedua tersangka dibawa
ke kantor Kejari Singaraja, sekitar
pukul 10.00 wita dalam pelimpa-
han tahap dua. Dalam pelimpahan
itu, kedua tersangka didampingi

NYpMAN Mustiara saat dig
[

oleh masing-masing kiasg huku-
mriya. Pelimpahan sengaja dilaku-
kan di Kejari Singarajajmehgingat
lakus delicti atau lokasi kefihatan
berada di Kabupaten Bulelé¢ng.

}(edua tersangka terlihg
tai| sambil menunggu pr
pel{nberkasan. Mereka bér
dirl di salah satu ruangah yang
ada di Seksi Pidana Khusu i
Singaraja, dan didampingi

kedua tersangka dilimpahkan
dalam dua berkas berbeda, namun
masih dalam perkara yang sama.
Yakni dugaan penggelembungan
harga tanah untuk kampus Univer-
sitas Pendidikan Ganesha di Desa
Jinengdalem, pada tahun 2010
lalu. “Keduanya perannya berbeda.
Tersangka Suarsa berperan sebagai
ketua panitia pengadaan lahan.
Kalau Mustiara, sebagai penjual.
Makanya berkasnya beda,” jelas
Widhartama. ~

Celalh , 1 WV 20(F

Dugaan mark up harga
unituk pengadaan kampus Faku
Olahraga dan Kesehatan
Undiksha Singaraja, diduga terj
pada tahun 2010 lalu. Hargatangh
saat itu diperkirakan han
5 juta. Namun setelah dilak
apraisal, harga tanah melan|
menjadi Rp 18,5 juta. Akibat Kej
an itu, negara diduga men,

_kerugian sebesar Rp 5,22 mij

Q

 J

ing menuju mobil tahanan. Lt

PKRI Petwakilanl‘Prq)vinsi Bali

NUSABALI/SUDIRTA:

kuasa hukKum masing-masi "g.
Mustiara didmpingi Ketut Ngasta-
wa, sementara Suarsa didampingi
Made Sudanal

Proses pemberkasan berja-
lan cukup lama dan tertutup.
Keduanya baru dibawa turun dari
ruang pemeriksaan sekitar pukul
13.30 siang, dan langsung dibawa
kembali ke Lapas Singaraja.
Kali ini keduanya kemba\‘li

Sementara Nyoman Mustidra
mengaku cukup sehat 'selama
menjalai penahanan. Bahkan siap
menjalani persidangan. “Sehat,
sehat, tetap sehat, agar sida}g
segara saja,” ujarnya dengan se-
nyum khasnya.

Kuasa hukumnya Ketut Ngasﬁa-
wa menyatakan, pihkanya sengaja
tidak mohon penangguhan pena-
haan terhadap kliennya. Pihaknya
ingin proses persidangan sege}a
dimulai untuk membuktikan

_kasusnya. "Kami tidak minta pen-

menjalani penahanan untuk 20
hari kedepan, dibawah penga-
wasan jaksa penuntut umum.
Dalam persidangan nanti, kedu-
anya akan berhadapan dengan
empat jaksa penuntut umum,
yakni Ida Ketut Alit, Dr. Akmal
Kodrat, | Wayan Suardi, dan Putu
Gede Suriawar,

LKaSi Pidsus Kejari Singaraja |
Gede Widhartama mengatakan,

angguhan penahanan, kami Ingin

kasus ini segera tuntas. Bagi kami,
‘ Kklien kami tidak salah, karena dia
‘ hanya menjual ketika sudah ada’

kesepakatan. Apa salah, kalau men-
| jual, sepanjang sudah ada kesepa-

katan harga, jual beli itu tidak ada

persoalan, dan harga tanah di Bali

sangat fluktuatif,’ jelasnya. & k19
: ot R R D
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fil Diminta
2ndapatan
h Minus Rp7 Miliar

SKPD Peng
Optimalkan

% Trans Sarbagita

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made
Mangku Pastika me-
minta jajaran satuan
kerja perangkat daerah
(SKPD) yang masuk
kategori penghasil
dapat mengoptimal-
kan pendapatan un-
tuk mengejar target
pendapatan Rp3,3b
triliun pada 2016.
“Adanya peningka-
tan pendapatan, tidak
hanya bersumber dari
Dinas Pendapatan
Provinsi Bali berupa :
pajak namun juga berasd! dari SKPD penghasil lain-
nya,” kata Pastika saat memlimpin rapat terkait PAD,
di Denpasar, Senin (2/11).

Menurut dia, untu ntapai kesejahteran ma-
syarakat, hanya ada dud hal yang dapat dilakukan
yaitu mengurangi pengeludran dan meningkatkan
pendapatan. “Hanya dengan dua upaya tersebut
kesejahteraan dapat di leh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tgrsebut Pastika juga me-
nyorati tentang target derta realisasi pendapatan
tahun 20’15 dari beberdpa SKPD penghasil. Biro

melakukan perubahan Ha tentang pemberian
hak kabupaten/kota Untuk mengelola aset provinsi
sehinggakewenanga# pengélolaannya dikembalikan
ke pihak provinsi.

Dengan demlklan
yang luasnya sekitar %
kabupaten/kota pemanfagatannya akan lebih optimal
sehingga dapat men%mt ah|pendapatan. I

Oleh karena itu, ia mengi : struksakan agar segera I

ia|yakin aset Pemprov Bali
000 hektare yang tersebar di

Pastika juga meminta Dinas Perhubungan, Infor-
masi dan Komunikas§ Provinsi Bali agar mengopti-
malkan pendapatan yang bérasal dari bus Trans Sar-
bagita. Mengingat hingga sdat ini moda transportasi
massal ini baru bisa mé mbangkan Rp3 miliar
sedangkan biaya operasipnal yang dihabiskan men-
capai Rp10 miliar. “Dari Trans Sarbagita pendapatan

masih minus Rp7 miliar, kilali memang perlu naikkan
| harga tiket tahun dep}n, ugapnya. & ant




